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ABSTRAK

Perampasan aset merupakan instrumen penting dalam sistem hukum pidana untuk memastikan bahwa kejahatan tidak
memberikan keuntungan kepada pelakunya serta memulihkan kerugian negara dan korban. Penelitian ini menggunakan
metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menganalisis regulasi yang berlaku
seperti KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan hukum mengenai perampasan aset telah
tersedia, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku,
inkonsistensi putusan pengadilan, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan keterbatasan kemampuan aparat
dalam menelusuri transaksi keuangan yang kompleks. Selain itu, aspek perlindungan terhadap korban belum mendapat
perhatian yang memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang
Perampasan Aset, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan kerja sama nasional dan internasional agar
perampasan aset dapat lebih efektif menekan ruang gerak tindak pidana pencucian uang sekaligus mewujudkan keadilan
substantif.
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PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uvang (TPPU) merupakan salah satu bentuk kejahatan modern yang
membuat dampak serius dalam kestabilan perekonomian, integritas sistem keuangan, dan kepercayaan
publik terhadap negara hukum (Yudhistira & Yusuf, 2024). Fenomena ini berkembang seiring kemajuan
teknologi keuangan serta arus globalisasi yang memungkinkan aliran dana lintas negara berlangsung
dengan cepat bahkan dalam hitungan yang tidak terkira sebelumnya. Berdasarkan data Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dilansir dari laman goodstats.id, dalam rentang tahun 2022
tercatat ribuan transaksi mencurigakan dengan nilai total mencapai Rp183,8 triliun, dan dari jumlah
tersebut diduga terdapat indikasi korupsi lebih dari Rp81,3 triliun (Naurah, 2023). Angka ini
mencerminkan betapa masifnya praktik pencucian uang yang dilakukan dengan beragam modus, mulai
dari penukaran valuta asing, instrumen pasar modal, hingga sampai pembukuan polis asuransi. Laporan
Indonesia National Risk Assessment on Money Laundering 2021 dalam Andiojaya dkk (2025)
menegaskan bahwa DKI Jakarta menempati posisi paling rawan kasus pencucian uang dengan skor
risiko tertinggi, yakni 9, disusul Jawa Barat dan Jawa Timur. Fakta ini memperlihatkan bahwa praktik
TPPU telah menjadi ancaman nyata serta bentuk kejahatan senyap bagi sistem hukum pidana nasional.

Perampasan aset merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih
harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Husein (2019) menyebutkan dalam konteks hukum
pidana, perampasan aset berfungsi sebagai upaya untuk memastikan bahwa kejahatan tidak memberikan
keuntungan kepada pelakunya. Prinsip yang mendasari adalah bahwa hasil dari suatu tindak pidana tidak
boleh dinikmati atau dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Maka demikian, perampasan aset tidak hanya
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hukuman tambahan, melainkan instrumen kunci dalam menegakkan keadilan sosial serta melindungi
kepentingan negara dan masyarakat. Berkaca Secara yuridis, perampasan aset dapat dilakukan melalui
dua mekanisme utama, yaitu criminal forfeiture dan civil forfeiture. Kartitka & Saputra (2021)
menjelaskan Criminal forfeiture merupakan bagian dari putusan pengadilan pidana setelah pelaku
terbukti bersalah, sedangkan civil forfeiture memungkinkan penyitaan aset tanpa adanya putusan pidana
yang sah terhadap pelaku, dengan landasan bahwa aset tersebut diduga kuat berasal dari tindak pidana.
Dalam praktiknya, Indonesia telah mengatur perampasan aset melalui Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU
PPTPPU).

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah upaya untuk menyembunyikan asal-usul harta
kekayaan yang didapatkan secara ilegal agar terlihat seolah berasal dari kegiatan yang sah. Khoeroni dkk
(Khoeroni et al., 2024) menjelaskan TPPU dikategorikan sebagai follow-up crime karena keberadaannya
bergantung pada tindak pidana asal (predicate crime), seperti korupsi, narkotika, perdagangan manusia,
penyuapan, maupun tindak pidana perbankan. Modus operandi dalam TPPU umumnya dilakukan
melalui serangkaian transaksi keuangan yang ruwet, melibatkan pihak ketiga, atau memanfaatkan sistem
perbankan serta instrumen keuangan lainnya untuk mengaburkan jejak aset ilegal . Dampak TPPU
sangat luas, baik terhadap perekonomian maupun sistem hukum. Dari sisi ekonomi, pencucian uang
dapat merusak stabilitas pasar keuangan, mengurangi kepercayaan investor, serta memperbesar
kesenjangan sosial karena pelaku tetap menikmati hasil tindak pidana. Dari sisi hukum, TPPU
menyulitkan aparat penegak hukum dalam melacak dan membuktikan keterkaitan antara aset dengan
tindak pidana asal, sehingga memperpanjang proses peradilan.

Salah satu instrumen dalam menanggulangi TPPU adalah perampasan aset hasil tindak pidana.
Mekanisme ini lazim dikenal dengan prinsip follow the money, Kaban & Kholiq (Kaban & Kholiq,
2025) menjelaskan pendekatan ini menekankan pelacakan dan penyitaan aset yang berasal dari tindak
pidana. Perampasan aset bertujuan bukan hanya untuk menghukum pelaku, melainkan juga mencegah
agar kejahatan tidak menguntungkan pihak yang melakukannya. Namun, implementasi mekanisme ini
masith menghadapi tantangan. Menurut Fuadi, Putri, dan Raharjo (2024), meskipun Indonesia telah
mengatur perampasan aset melalui berbagai instrumen hukum seperti KUHP, KUHAP, serta Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
(UU PPTPPU), masih terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk
menyembunyikan hasil kejahatan. Hal ini berimplikasi pada ketidakoptimalan petlindungan hukum
terhadap negara dan masyarakat sebagai korban.

Kasus-kasus besar seperti Indra Kenz maupun Rafael Alun Trisambodo menunjukkan
bagaimana keruwetan dalam membuktikan kepemilikan aset dalam tindak pidana pencucian uang.
Dalam kasus tersebut, aset yang diduga berasal dari tindak pidana tidak seluruhnya dapat dirampas,
sehingga menimbulkan ketidakpuasan publik dan pertanyaan mengenai efektivitas hukum pidana dalam
memberikan rasa keadilan. Joshua dan Rahaditya (2024) dalam penelitian nya, menekankan bahwa
terdapat korban yang tidak menyadari posisinya sebagai pihak yang dirugikan oleh praktik pencucian
uang, sehingga mekanisme pengembalian aset bagi korban perlu menjadi perhatian utama. Maka dari
pada itu, perampasan aset bukan hanya sekadar instrumen represif terhadap pelaku, pun juga instrumen
pemulihan terhadap korban. Disusul oleh Harahap dkk (2024) mengungkapkan bahwa predicate crime
atau tindak pidana asal, seperti korupsi, narkotika, atau tindak pidana perbankan, selalu menjadi titik
awal munculnya TPPU. Kendati demikian, kebijakan hukum pidana dalam perampasan aset hasil tindak
pidana perbankan misalnya, masih menghadapi berbagai kendala berarti, seperti kurangnya koordinasi
antar lembaga penegak hukum, keterbatasan kewenangan PPATK, serta hambatan dalam ranah
perbankan. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perampasan aset sangat
ditentukan oleh sinergi antar lembaga dan konsistensi penerapan regulasi yang menjadi aktor kunci.

Financial Action Task Force (FATF) dalam Sutedi (2018) bahkan menilai bahwa Indonesia
perlu meningkatkan upaya penyitaan aset untuk memenubhi standar internasional dalam pemberantasan
TPPU. Hal ini menegaskan bahwa tantangan Indonesia bukan hanya terletak pada titik aspek normatif,
tetapi juga pada aspek implementatif yang masih sangat kurang. Perampasan aset dalam hukum pidana
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harus diposisikan sebagai instrumen strategis yang tidak hanya melumpuhkan pelaku, pun tetapi
mempersempit ruang gerak kejahatan terorganisir yang kerap menggunakan pencucian uang sebagai
sarana penyamaran hasil kejahatan.

Berdasarkan hal yang sudah dipaparkan, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan (research gap)
dalam kajian hukum pidana terkait perampasan aset dalam pembuktian TPPU di Indonesia. Kendati
meski perangkat hukum sudah tersedia, efektivitas penerapannya masih dipertanyakan karena adanya
celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku. Dilain sisi perampasan aset sering kali berfokus pada
pemidanaan pelaku, sementara aspek pemulihan bagi korban belum mendapatkan perhatian yang
memadai. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji secara komprehensif bagaimana hukum
pidana di Indonesia mengatur perampasan aset dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian
uang, serta menelaah sejauh mana efektivitasnya dalam memberikan rasa keadilan baik kepada negara
maupun masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan baik secara teoretis
maupun praktis, terutama dalam upaya merumuskan kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif dan
responsif terhadap dinamika tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif dengan
memanfaatkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual
(conceptual approach) (Ali, 2021). Fokus penelitian diarahkan pada pengkajian norma hukum positif
yang mengatur mengenai perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang, khususnya ketentuan
yang termuat dalam KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta peraturan pelaksana terkait lainnya. Pendekatan
konseptual digunakan untuk menelaah doktrin hukum pidana mengenai mekanisme asset forfeiture,
asas follow the money, dan prinsip keadilan yang mendasarinya. Adapun sumber bahan hukum dalam
penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum
sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pidana Terkait Perampasan Aset dalam Proses Pembuktian Tindak
Pidana Pencucian Uang

Pengaturan perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah menjadi
perhatian penting sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2003, hingga akhirnya disempurnakan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) (Mubarak,
2023). Dalam hukum pidana, perampasan aset dipandang sebagai instrumen kunci dalam mencegah
pelaku kejahatan menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukan. Ketentuan tersebut pun juga ditegaskan
dalam Pasal 67 UU PPTPPU yang menyatakan bahwa harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak
pidana dapat dimohonkan perampasannya melalui putusan pengadilan, bahkan meskipun pelaku tidak
ditemukan atau meninggal dunia. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum pidana Indonesia
menganut prinsip “follow the money” sebagai sarana efektif dalam memutus aliran keuangan hasil
kejahatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) juga memberikan dasar normatif bagi perampasan aset. Pasal 39 KUHP menegaskan
bahwa barang yang diperoleh dari tindak pidana dapat dirampas untuk negara (Lengkong, 2023).
Kendati demikian, dalam konteks pencucian uang, perampasan aset bukan hanya dimaknai sebagai
bentuk penghukuman, melainkan juga sebagai sarana pemulihan kerugian negara dan masyarakat yang
terdampak. Di samping mekanisme ¢riminal forfeiture yang berbasis pidana, hukum Indonesia juga
mengenal konsep il forfeiture (in rem forfeiture) yang memungkinkan perampasan dilakukan terhadap
aset tanpa harus membuktikan terlebih dahulu kesalahan pelaku.
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Pengaturan hukum pidana terkait perampasan aset memiliki peran ganda, Arianto (2024)
menjelaskan pertama, sebagai bentuk pencegahan agar tindak pidana pencucian uang tidak memberikan
keuntungan bagi pelaku, kedua, sebagai sarana pemulihan kerugian negara maupun korban individu.
Kendati demikian, masih terdapat sejumlah kelemahan dalam implementasi regulasi, semisal
ketidakjelasan batasan terkait perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik, serta belum
optimalnya koordinasi lembaga terkait seperti PPATK, kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan. Maka
oleh sebab itu, pengaturan hukum pidana yang ada masih memerlukan penguatan, baik melalui
pembaruan norma dalam UU PPTPPU maupun melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang
Perampasan Aset yang telah lama diusulkan sebagai /ex specialis.

Efektivitas Penerapan Perampasan Aset dalam Praktik Peradilan Pidana

Penerapan perampasan aset dalam praktik peradilan pidana pada hakikatnya bertujuan dalam
menutup celah bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dalam menikmati hasil kejahatannya.
Efektivitas instrumen ini dapat diukur dari sejauh mana aset hasil kejahatan berhasil ditemukan,
dibekukan, disita, dan pada akhirnya dirampas melalui putusan pengadilan. Berdasarkan data PPATK,
sepanjang tahun 2022 terdapat arus keuangan mencurigakan dengan nilai Rp183,8 triliun, dengan
indikasi korupsi sebesar Rp81,3 triliun. Namun, jumlah aset yang benar-benar berhasil dirampas dan
dikembalikan kepada negara atau korban masih jauh dari angka tersebut, hal ini jelas menegaskan
adanya kesenjangan antara potensi kerugian dengan hasil nyata perampasan aset. Hal ini menimbulkan
refleksi kritis mengenai efektivitas mekanisme hukum yang tersedia dalam menjerat aset hasil tindak
pidana.

Skema yang digunakan pelaku biasanya melibatkan placement, layering, dan integration yang
dilakukan lintas yurisdiksi sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam menelusuri asal-usul aset.
Putusan dalam kasus Indra Kenz menjadi saksi nyata bagaimana inkonsistensi peradilan memengaruhi
efektivitas perampasan aset (Fitrianto et al., 2025). Pada tingkat pertama, hakim memutuskan agar aset
hasil Binomo dirampas untuk negara, sedangkan pada tingkat banding, sebagian aset dikembalikan
kepada korban. Perbedaan interpretasi hakim ini menjelaskan dengan gamblang adanya
ketidakseragaman dalam penerapan hukum, sehingga berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi
korban maupun negara. Efektivitas perampasan aset juga ditentukan oleh kapasitas institusi penegak
hukum. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya keahlian dalam menelusuri transaksi keuangan
modern, serta lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi faktor penghambat utama.

Kendala dan Upaya Hukum dalam Penerapan Perampasan Aset pada Tindak Pidana
Pencucian Uang

Dari sisi normatif, regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan hukum
dalam konteks kejahatan lintas negara yang rumit. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memang
sedari dulu telah mengatur mekanisme perampasan, namun pengaturannya masih bersifat parsial dan
belum memberikan kejelasan mengenai perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik. Sebagaimana
Penelitian Joshua dan Rahaditya (2024) menunjukkan bahwa inkonsistensi putusan pengadilan, seperti
dalam kasus Indra Kenz, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban karena aset yang dirampas
tidak selalu dikembalikan kepada mereka. Di sisi lain bahkan, Sahyan (2024) menekankan bahwa dalam
perbandingan dengan rezim hukum pidana ekonomi dan korupsi, regulasi perampasan aset pada tindak
pidana pencucian uang masih tertinggal dari segi kepastian dan efektivitas. Yusmar dkk. (2021)
menegaskan urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai solusi
komprehensif untuk menutup celah hukum, khususnya pada tindak pidana narkotika sebagai predicate
crime pencucian uang. Tanpa payung hukum khusus, aparat penegak hukum akan terus kesulitan
menghadapi modus pencucian uang yang semakin modern, apalagi dengan keterlibatan teknologi digital
dan transaksi lintas batas negara.
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KESIMPULAN

Perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang merupakan instrumen kunci hukum
pidana untuk memastikan kejahatan tidak memberikan keuntungan kepada pelakunya pun sekaligus
memulihkan kerugian negara maupun korban. Pengaturan perampasan aset di Indonesia memang telah
diatur dalam KUHP, KUHAP, serta UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kendati implementasinya masith menghadapi berbagai
kendala, mulai dari celah hukum, inkonsistensi putusan pengadilan, hingga lemahnya koordinasi terkait
lembaga penegak hukum dalam beberapa kasus belakangan. Efektivitas perampasan aset sangat
bergantung pada kemampuan aparat dalam menelusuri transaksi keuangan yang rumit dan dukungan
regulasi yang jelas serta komprehensif. Oleh sebab itu, sistem perampasan aset perlu diperkuat agar
mampu menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, serta perlindungan hak-hak korban.

Penulis merekomendasikan agar pemerintah segera melakukan pengesahan Rancangan Undang-
Undang Perampasan Aset sebagai lex specialis untuk menutup celah hukum yang masih ada dalam UU
PPTPPU. Selain itu juga diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan
forensik keuangan dan digital tracing, serta penguatan kerja sama antar lembaga, baik di tingkat nasional
maupun internasional, guna menghadapi modus pencucian uang yang semakin bervariasi. Pengadilan
juga perlu menstandarkan interpretasi hukum dalam putusan terkait perampasan aset agar tidak
menimbulkan ketidakpastian bagi korban maupun negara. Dengan langkah-langkah tersebut, penulis
berharap upaya perampasan aset dapat lebih efektif dalam menekan ruang gerak tindak pidana
pencucian uang dan sekaligus mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh pihak.
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